
 

 
 

 
BUPATI  BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI BLITAR 

 
NOMOR 34 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH 
DALAM RANGKA AKURASI PENYAJIAN ASET DALAM NERACA 

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BLITAR, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Lampiran 1.01 Paragraf 35 Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yaitu 

(1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan dan (4) Dapat 

dipahami. Pada paragraf 38, Informasi yang andal memenuhi 

Karakteristik (1) Penyajian Jujur, (2) Dapat Diverifikasi dan  (3) 

Netralitas, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi antara Bidang 

Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD; 

b. bahwa agar SKPD mempunyai pedoman dalam melakukan 

rekonsiliasi barang milik daerah, perlu diatur mengenai tata 

cara pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis 

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka 

Akurasi Penyajian Aset Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten 

Blitar dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Permenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Blitar  (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 

2008 Nomor 3/A ); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2009 Nomor 4/E ). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA 

REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA 

AKURASI PENYAJIAN ASET DALAM NERACA PEMERINTAH 

KABUPATEN BLITAR 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar. 

2. Bupati adalah Bupati Blitar. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD 

adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang 

milik daerah. 

6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna barang. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. 

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

atau perolehan lainnya yang sah. 

9. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan 

terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 

penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 

10. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati Blitar. 

11. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 

barang milik daerah. 

12. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu 

pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir 

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja 

perangkat daerah. 

13. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah  kepala satuan kerja atau pejabat 

yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya. 

15. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 

menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. 
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16. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 

mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 

adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. 

18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan. 

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 

dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

21. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah. 

22. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

23. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah 

Kabupaten Blitar yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta 

didaftar dalam Daftar Barang Milik Daerah dan atau Daftar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna (dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, 

E dan F). 

24. KIB A adalah Kartu Inventaris untuk mencatat Tanah. 

25. KIB B adalah Kartu Inventaris untuk mencatat Peralatan dan Mesin. 

26. KIB C adalah Kartu Inventaris untuk mencatat Gedung dan Bangunan. 

27. KIB D adalah Kartu Inventaris untuk mencatat Jalan, Irigasi dan Jaringan. 

28. KIB E adalah Kartu Inventaris untuk mencatat Aset Tetap Lainnya. 

29. KIB F adalah Kartu Inventaris untuk mencatat Kontruksi Dalam Pengerjaan. 

30. Ekstrakomptabel adalah pencatatan aset tetap yang harga perolehannya di 

bawah batasan minimal kapitalisasi. 

31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 

anggaran untuk menerbitkan SP2D. 

32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 

BUD berdasarkan SPM. 

33. Rekonsiliasi barang milik daerah adalah proses pencocokan data barang milik 

daerah. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Pedoman  teknis tata cara rekonsiliasi BMD dalam rangka akurasi penyajian aset 

dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Blitar ini dimaksudkan untuk memberikan 

petunjuk kepada SKPD yang terkait dengan penatausahaan BMD guna memberikan 

persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam pelaksanaan rekonsiliasi 

data BMD. 

 

BAB III 

REKONSILIASI INTERNAL DATA BMD 

PADA SKPD 

 

Bagian Kesatu 

Tahap Rekonsiliasi 

 

Pasal 3 

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala Unit Kerja selaku Kuasa 

Pengguna Barang melakukan rekonsiliasi Internal data BMD, pada setiap jenjang 

pelaporan. 

 

Pasal 4 

Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 

berjenjang/secara bertahap pada: 

a. Internal Unit Kerja; 

b. Internal SKPD. 

 

Bagian Kedua 

Rekonsiliasi Tingkat Internal Unit Kerja 

 

Pasal 5 

(1) Rekonsiliasi data BMD di tingkat internal Unit Kerja sebagaimana Pasal 4 huruf 

a. dilakukan antara Pengurus Barang dengan Bendahara/Staf yang mengelola 

keuangan pada unit kerjanya. 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan. 

(3) Penerapan rekonsiliasi data BMD sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan 

dengan struktur organisasi masing-masing Unit Kerja. 

(4) Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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Bagian Ketiga 

Rekonsiliasi Tingkat Internal SKPD 

 

Pasal 6 

(1) Rekonsiliasi data BMD di tingkat internal SKPD sebagaimana Pasal 4 huruf b. 

dilakukan antara: 

a. Pengurus Barang di Unit Kerja dan Pengurus Barang di SKPD. 

b. Pengurus Barang dengan PPK di SKPD. 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan. 

(3) Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

BAB IV 

REKONSILIASI DATA BMD 

ANTARA SKPD DAN BPKAD SELAKU SKPKD 

 

Pasal 7 

(1) SKPD melakukan rekonsiliasi data BMD dengan BPKAD selaku SKPKD. 

(2) Rekonsiliasi data BMD  sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan antara: 

a. Pengurus Barang di SKPD dan Bidang Aset BPKAD. 

b. PPK SKPD dan Bidang Akuntansi BPKAD. 

 

Pasal 8 

(1) Rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setiap 

semester sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh 

kegiatan rekonsiliasi internal SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(3) Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

BAB V 

REKONSILIASI DATA BMD PADA BPKAD SELAKU SKPKD 

 

Pasal 9 

(1) Rekonsiliasi data BMD pada BPKAD  dilakukan antara Bidang Aset dan Bidang 

Akuntansi. 

(2) Rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 

semester. 
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(3) Rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului oleh 

kegiatan rekonsiliasi antara SKPD dan BPKAD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7. 

(4) Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

BAB VI 

PENYAJIAN HASIL REKONSILIASI 

 

Pasal 10 

(1) Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara yang 

ditandatangani oleh para pihak yang melakukan rekonsiliasi data BMD. 

(2) Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan/atau Catatan atas 

Laporan BMD pada setiap jenjang/tahap pelaporan. 

(3) Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagai Laporan. 

 

BAB VII  

KEWENANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

 

Pasal 11 

(1) Pengelola BMD melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonsiliasi data 

BMD sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Menerbitkan surat peringatan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang 

tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau 

tidak melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan Pengelola barang sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

(3) Apabila Pengguna/Kuasa Pengguna Barang  tidak menindaklanjuti peringatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pengelola BMD dapat memberikan 

rekomendasi kepada BUD untuk memberikan sanksi penundaan penerbitan 

SP2D. 

 

BAB VIII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 7 Oktober 2015        

BUPATI BLITAR, 

 

 

Ttd. 

HERRY NOEGROHO 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 7 Oktober 2015                 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR 

 

 

Ttd. 

PALAL ALI SANTOSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 34/E 


